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BAB III 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 

penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana pencurian 

telah memenuhi tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 

sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 

Dari hasil penelitian tersebut sesuatu dapat dikatakan adil bagi para pihak 

apabila adanya pemberian ganti kerugian dari pihak pelaku kepada pihak 

yang dirugikan hal ini telah sesuai dengan teori keadilan remedial/korektif 

yang disampaikan oleh Aristoteles. Selanjutnya seperti yang dikemukakan 

oleh Jeremy Betham bahwa hukum diharapkan dapat memberikan 

kemanfaatan serta kebahagian bagi orang banyak, dalam penerapan 

restorative justice dalam perkara pidana pencurian telah memberikan 

kemanfaatan dan kebahagiaan bagi para pihak, karena disini para pihak dapat 

terlibat aktif. Bagi pihak korban kerugian dapat segera dipulihkan dan bagi 

pihak pelaku tidak lagi harus menjalankan pidana penjara, sebab pelaku telah 

menebus kesalahannya dengan memberikan ganti kerugian/ mengembalikan 

barang hasil curiannnya kepada korban. Penerapan restorative justice dalam 

perkara pidana pencurian di Indonesia juga telah mempunyai payung hukum 

sehingga pelaksanaannya telah memberikan kepastian hukum. Dalam 
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penyelesaiannya perkara pidana pencurian dengan pendekatan restorative 

justice telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

dengan diperkuat oleh Surat Edaran JAMPIDUN Nomor 01/E/EJP/02/2022 

Tentang Pelaksanaan Pengentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice 

b. Saran 

Dari hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada pihak: 

Aparatur penegak hukum: restorative justice merupakan alternatif 

penyelesaian perkara pidana yang telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum), dengan adanya restorative justice ini 

memberikan pilihan kepada masyarakat saat menyelesaikan perkara pidana, 

dengan demikian aparatur penegak hukum dapat memberikan sosialisasi 

mengenai restorative justice kepada para pihak, sehingga para pihak mau 

lebih memilih menggunakan restorative justice sebagai penyelesaian perkara 

pidana, serta di dalam prosesnya diperlukan pengawasan agar pelaksanaannya 

tepat sasaran dan permasalahan antara korban dan pelaku dalam mencari 

keadilan dapat terselesaikan secara kekeluargaan 
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